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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas pelayanan visum Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Unit
Layanan Administrasi (ULA) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Sebagai
dokumen resmi perjalanan dinas, SPPD memiliki peran penting dalam menjamin
akuntabilitas dan legalitas pelaksanaan perjalanan dinas, sehingga proses visum
menjadi salah satu instrumen kontrol yang menentukan sah atau tidaknya dokumen
SPPD tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apa
yang melatarbelakangi efektivitas pelayanan visum SPPD belum berjalan optimal.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara semi
terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Analisis penelitian mengacu pada faktor
pendukung pelayanan menurut Moenir (1988) untuk melihat faktor pendukung dan
penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelayanan sesuai dengan kriteria
Makmur (2011). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan
visum SPPD belum sepenuhnya tercapai, hal ini dapat dilihat dari adanya faktor
penghambat seperti toleransi penerbitan SPTIM lebih dari satu kali, beberapa
pengecualian kondisi dalam penerapan SOP seperti kegiatan undangan dan event
khusus, belum optimalnya pemanfaatan layanan konsultasi online melalui website
SiOLA, keterbatasan aksesibilitas sistem pelayanan digital SIOLA, gangguan pada
sarana kerja dan fasilitas pelayanan, serta tingkat kepatuhan dan pemahaman
pengguna layanan yang masih beragam. Di sisi lain, faktor pendukung efektivitas
pelayanan visum SPPD meliputi keberadaan regulasi yang jelas, koordinasi yang
baik, kompetensi petugas, serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan.
Rekomendasi untuk penelitian ini menekankan pada peralihan proses visum SPPD
ke Tanda Tangan Elektronok (TTE), pengembangan dan pengendalian sistem
infrastruktur yang mendukung digitalisasi pelayanan visum SPPD, digitalisasi

SPTJM dan penerapan sistem notifikasi, serta pengembangan website .

Kata Kunci: Efektivitas pelayanan, Pelayanan publik, Visum SPPD, ULA Kantor

Pusat Kemendagri.



ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the effectiveness of visa
service for Olfficial Travel Orders (SPPD) at the Administrative Services Unit
(ULA) of the Ministry of Home Affairs Headquarters. As an official travel
document, the SPPD plays a crucial role in ensuring the accountability and legality
of the travel, thus ensuring the visa process is a key control instrument for
determining the validity of the SPPD document. The research problem is formulated
to determine the underlying factors that contrbute to the ineffectiveness of the SPPD
visa services. This study employed a qualitative method with semi-structured
interviews, observation, and document study techniques. The analysis of the study
refers to Moenir’s (1988) service support factors to identify the supporting and
inhibiting factors that influence service effectiveness in accordance with Makmur s
(2011) criteria. The research results indicate that the effectiveness of the SPPD visa
service has not been fully achieved. This is evident from inhibiting factors such as
the tolerance for issuing Statement of Responsibility (SPTJM) more than once,
several exceptions to the Standard Operational Procedur (SOP) implementation,
such as invitations and special events, the suboptimal use of online consultation
sercvices through the SiOLA website, limited accessibility of the SiOLA digital
service system, disruptions to work facilities and service facilities, and varying
levels of compliance and understanding of service users. On the other hand, factors
supporting the effectiveness of the SPPD visa service include the existence of clear
regulations, good coordination, staff competence, and support for service facilities
and infrastructure. Recommendations for this research emphasize the transition of
the SPPD visa process to Electronic Signatures (TTE), the development and control
of infrastructure systems that support the digitalization of the SPPD visa services,

digitilizing Statement of Responsibility (SPTJM) and website development.

Keywords: Service effectiveness, Public services, Official Travel Orders (SPPD)
visa service, Administrative Services Unit (ULA) of the Ministry of Home Affairs.
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BAB I
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Reformasi birokrasi merupakan sebuah langkah strategis yang sedang
dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan perubahan pada
sistem penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Gagasan ini
muncul sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang terjadi pada
awal era Reformasi 1998, yang ditandai dengan rendahnya kualitas
pelayanan publik, prosedur administrasi yang kompleks dan tidak efisien,
lemahnya profesionalisme SDM, serta maraknya praktik korupsi dan
nepotisme (kita.menpan.go.id, 2023).

Di sisi lain, keberadaan akan aspek koordinasi antar lembaga yang
masih mengalami tumpang tindih dalam pembagian tugas dan
wewenangnya juga dapat mempengaruhi  optimalisasi  sistem
penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, kondisi ini membutuhkan sebuah
perbaikan dan penataan ulang yang menekankan pada terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) (mkri.id, 2024). Melalui
implementasi reformasi birokrasi, diharapkan pelayanan publik dapat
menjadi lebih optimal, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap
pemerintah lebih meningkat, serta kolaborasi lintas sektor terjalin dengan
baik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah
(diklatpemerintah.id, 2025).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut,
pada tahun 2007 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025 yang menekankan pada penguatan budaya
berdaya saing bagi para aparatur pemerintah melalui reformasi birokrasi.

Awal mula implementasi reformasi hanya tiga instansi terpilih yang



dijadikan sebagai model percontohan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Mahkamah Agung (MA).
Kemudian, tahapannya berlanjut hingga ke 11 instansi pemerintahan, yang
selanjutnya meluas ke seluruh lingkungan kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.

Selaras dengan ketentuan regulasi diatas, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020
mengenai Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024,
yang menempatkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
menjadi salah satu sasaran strategis, sekaligus menjadi acuan dalam menilai

kinerja pada setiap unit yang ada di lingkungan Kemendagri.

Tabel 1. 1 Sebelum Perubahan Regulasi Terhadap Target Nilai

SEMULA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR &7 TAHUN 2020)

SASARAN STRATEGIS/
SASARAN PROGRAW -
SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR
a0 an 2 a 0

Sasaran Strategls 10
Meningratnya Kualitas reformasi birokras i lingkungan
Kemantertan Dalam Negerl

1 |Inoeks Reformas! Birckras! Kementerian Dalam Negert NI 85,01 NIl 7,01 N3l 83,01 Nial 81,01 Nial 83,01

Sumber: RENSTRA Kemendagri 2020-2024



Tabel 1. 2 Sesudah Perubahan Regulasi Terhadap Target Nilai

WENJACS[PERATURAN MENTER) DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2124

SASARAN STRATEGHY TR KETERANGAN
SASARAN PROGRAN/
SASARAN KEGIATAN
INOIKATOR
moom | N o[ W o| w
Sanran St 10
Weninghatya Kualta efrmas irokas o Inghungen
Kiméntitan Dlam Noge
T[S Retmas Bk Kemeneran Calam Neger | N 8501 | NGIETO1 | NGIESOT | NGOl | NI 8601 [Penysuaa g Taun 2023 G 204 ke petanan
Dot ek neks RE dérgan Atebihanya ety
et AR Nomor 3 trkang perbahan Road
Romas! Brovas 20202004

Sumber: RENSTRA Kemendagri 2020-2024

Dari tabel tersebut, indikator yang digunakan oleh Kemendagri untuk
menilai sejauh mana reformasi birokrasi telah berjalan yaitu Indeks
Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2024, target IRB yang tertera dalam
Renstra semula ditetapkan dengan nilai 93,01, namun terdapat penyesuaian
menjadi 85,01 seiring dengan perubahan kebijakan. Adapun realisasi yang
diperoleh mencapai nilai 87,60 atau sebesar 103,15% dari target.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi secara
bertahap telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi.
Selain itu, tingginya nilai IRB mencerminkan semakin optimalnya kualitas
pelayanan publik yang diselenggarakan, mengingat salah satu unsur tolak

ukur dalam reformasi birokrasi terletak pada kualitas pelayanan publik.



Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri

102.46% 103 155
89.28%  20.25%  ggoce .

Milal Nilal Nilal

sy, 0 Nel R L.l 2201 8505 w501 =
753 - - I I
| B | I I
T R T R T R T R T R
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN CAPAIAN 2024
2020 2021 2022 2023 2024

Transformasi organisasi birokrasi menuntut adanya kolaborasi dan sinergi yang
dibangun, baik secara horizontal dan vertikal pada setiap instansi pemerintah. Hal lain
yang tidak kalah penting yaitu mengubah cara kerja, kultur, dan cara berpikir (mindset)
sehingga nantinya organisasi birokrasi dapat semakin adaptif dalam memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat

T =Target R = Realisasi

Gambar 1. 1 Hasil IRB Kemendagri

Sumber: LAKIP Kemendagri, 2024

Unit Layanan Administrasi (ULA) Kantor Pusat Kemendagri
merupakan wujud nyata dari implementasi reformasi birokrasi di
lingkungan Kemendagri. Dalam perkembangannya, ULA Kantor Pusat
Kemendagri hingga kini telah menyediakan 36 layanan administrasi dan 4
layanan konsultasi, terkhusus layanan konsultasi tersedia opsi lain secara
online yaitu pesan elektronik atau chat dan video conference yang bisa
diakses melalui aplikasi SiIOLA atau website ula.kemendagri.go.id.
Menurut Kepmendagri Nomor 061-3755 tahun 2014, ULA Kantor Pusat
Kemendagri dibentuk sebagai pusat penyedia layanan konsultasi dan
fasilitasi administrasi bagi aparatur pemerintah daerah maupun unit kerja di
lingkungan internal Kemendagri. Peran tersebut diperkuat dengan sasaran
program yang dikelola oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana, yang terus
mendorong proses penyederhanaan pelayanan, pengembangan aksesibilitas,
dan peningkatan akuntabilitas dalam pelayanan publik untuk mencapai

efektivitas birokrasi.



Dalam struktur kelembagaan, ULA Kantor Pusat berada di bawah
koordinasi Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi Biro Ortala.
Fungsinya sebagai ruang penerimaan tamu sekaligus pendataan menjadi
penting mengingat Kemendagri memiliki 11 Unit Eselon I serta berbagai
UPT yang terbesar hingga ke beberapa daerah. Di kantor pusat sendiri
terdapat 5 Unit Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Ditjen Politik dan
Pemerintahan Umum (Polpum), Ditjen Administrasi Kewilayahan (Adwil),
Ditjen Otonomi Daerah (Otda), Ditjen Keuangan Daerah (Keuda). Seluruh
layanan dari kelima unit tersebut terpusat secara satu pintu di ULA,
sehingga disebut Kemendagri Kantor Pusat.

Sementara itu, sisa unit yang belum disebutkan seperti Ditjen Bina
Pembangunan Daerah (Bangda), Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil), Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BPSDM), maupun Inspektorat Jenderal (Itjen) juga memiliki
ULA nya masing-masing, namun seluruhnya tetap dikoordinasikan oleh
Biro Ortala. Salah satu contohnya adalah penggunaan sistem antrian yang
terintegrasi di website atau aplikasi SIOLA, dengan pemberian username
dan password yang telah disesuaikan dan dibagikan ke seluruh ULA
khususnya di wilayah Jakarta, maka Biro Ortala dapat memantau jalannya
kegiatan pelayanan secara real-time.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, Kemendagri turut berperan sebagai instansi pusat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengkoordinasian sistem
administrasi pemerintahan secara optimal. Peran tersebut tercantum pada
Pasal 7 yang memberikan kewenangan kepada Kemendagri untuk
melakukan koordinasi terkait pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.



Tabel 1. 3 Sasaran Program Lingkup Birokrasi

KODE

TARGET ALOKAS! (dalam jut

SASARAN STRATEGIS/

SASARAN PROGRAM/

SASARAN KEGIATAN/
INDIKATOR

FROGRAM/

KEGIATAN 2020 2 2024 2020 2021 2022 2023

UNIT ORGANISAS!

3 J 6 7 8 9 10 11 12 13

4 13

6086

Pengelolaan Crganisasi dan SDM Selretanat Jenderal 15175 | 21,330 [ 22433

20,500

Meranghatrya kapasitas
kelembagaan dan
ketatalaksanann, kualitas
layanan administras dan
EBESUESH] zena implementaci
Reformasi Birokrasi di
linghoungan Kementerian Dalam
Negeni dan pemerintah daersh

BIRQ QRGANISAS!
TATA LAKSANA

Indeks kepuasan 8 8 %0 91 2
pengruna layanan atas [oaiky (sangat [sangat |sangat (sangat
lualitas layanan badk) badk) badl) k)
adunistrasi dan

konsultasi Kementenian

| Dalam Negeri

menyediakan berbagai

Sumber: RENSTRA Kemendagri 2020-2024

layanan konsultasi yang menjadi

Sesuai dengan amanat tersebut, ULA Kantor Pusat Kemendagri telah

jembatan

penghubung dalam proses koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah

salah satunya melalui layanan konsultasi secara langsung (luar jaringan).

Layanan konsultasi ini diselenggarakan guna memastikan bahwa kebijakan

dari pemerintah pusat dapat diadopsi sesuai dengan karakteristik setiap

daerah.

Tabel 1. 4 Data Keperluan Layanan Konsultasi Luar Jaringan Tahun 2025

No Keperluan Layanan Konsultasi Jumlah
1 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau Jabatan Administrasi 410
Pemerintahan (JAP)
2 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2078
3 | Kepala Daerah (KDH) 589
4 | Satyalancana Karya Satya (SLKS) 347
5 | Anggaran/Dana 2699
6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Alat Kelengkapan 274
Dewan (AKD)
7 | Aplikasi 116
8 | Rancangan/Peraturan Daerah 1274
9 | ANJAB/ABK 46
10 | Aset/Bantuan 360
11 | Kewilayahan 182
12 | Efisiensi 87




13 | Pelaporan 224
14 | Fasilitasi/Kerjasama/Kelembagaan 362
15 | Kebijakan 141
16 | Kendaraan 70
17 | Mutasi 91
18 | Pakaian Dinas 97
19 | Lainnya 16864
TOTAL 26311

Sumber: Laporan Buku Tamu ULA Kantor Pusat Kemendagri, 2025

Selain itu, berdasarkan data pada tahun 2025, tercatat bahwa ULA

Kantor Pusat Kemendagri telah melaksanakan sebanyak 26.311 layanan

konsultasi luar jaringan, dengan permintaan tertinggi berada pada topik

anggaran, peraturan daerah, dan jenis konsultasi lainnya. Sedangkan, unit

kerja yang paling banyak dikunjungi dalam 3 kategori teratas ialah

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah dengan total 7.029 kunjungan,

Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dengan total 3.437 kunjungan, serta Pusat Data dan Sistem Informasi

dengan total 3.338 kunjungan.

Tabel 1. 5 Data Unit Tujuan Layanan Konsultasi Luar Jaringan Tahun

Daerah

2025
No. Unit Kerja Tujuan Jumlah
1 | Biro Administrasi Pimpinan 122
2 | Biro Hukum 381
3 | Biro Keuangan dan Aset 11
4 | Biro Organisasi dan Tatalaksana 1475
5 | Biro Perencanaan 54
6 | Biro Sumber Daya Manusia 423
7 | Biro Umum 152
8 | Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 116
9 | Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah 1896
10 Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan 12
Kerjasama
1 Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas 313




Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan

12 Perwakilan Rakyat Daerah 3437
Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang
13 363
Daerah
14 | Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara 133
Direktorat Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat
15 1263
Daerah
16 | Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 49
17 | Direktorat Kewaspadaan Nasional 52
Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan
18 285
Kebakaran
19 | Direktorat Organisasi Kemasyarakatan 87
20 Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban 1175
Keuangan Daerah
)1 Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan 166
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
22 | Direktorat Pendapatan Daerah 1080
23 | Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah 7029
24 Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan 115
Masyarakat
25 | Direktorat Politik Dalam Negeri 209
26 | Direktorat Produk Hukum Daerah 1524
27 | Direktorat Toponimi dan Batas Daerah 207
28 | Menteri Dalam Negeri 22
29 | Pusat Data dan Sistem Informasi 3338
30 | Pusat Fasilitas Kerjasama 182
31 | Pusat Penerangan 76
32 | Sekretariat Ditjen Adwil 11
33 | Sekretariat Ditjen Keuda 25
34 | Sekretariat Ditjen Otda 12
35 | Sekretariat Ditjen Polpum 7
36 | Sekretariat Jenderal 8
37 | Sekretariat Unit Nasional KORPRI 1
TOTAL 26311
Sumber: Laporan Buku Tamu ULA Kantor Pusat Kemendagri, 2025




Pada praktiknya, dalam menyelenggarakan pelayanan, ULA Kantor
Pusat Kemendagri mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1), yang mendefinisikan pelayanan
publik sebagai aktivitas yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan baik dalam bentuk barang, jasa, dan pelayanan
administratif yang telah disediakan penyelenggara pelayanan publik untuk
dapat diakses oleh setiap warga negara.

Lebih lanjut, pada Pasal 5 ayat (1), membahas terkait dengan ruang
lingkup pelayanan publik yang mencakup pelayanan barang publik dan jasa
publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian, salah satu bentuk pelayanan
administratif yang menjadi komponen utama dalam penerapan layanan
konsultasi luar jaringan adalah pelayanan Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD).

Dokumen SPPD memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan
perjalanan dinas, hal ini dikarenakan setiap aktivitas perjalanan dinas harus
dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku. Lebih jelasnya, perjalanan dinas memiliki
kedudukan penting dalam mendukung keberlangsungan layanan konsultasi
luar jaringan yang diselenggarakan oleh ULA Kantor Pusat Kemendagri.
Melalui kegiatan ini, setiap aparatur pemerintah mendapatkan kesempatan
untuk melakukan koordinasi serta pembinaan secara langsung dengan
pemerintah pusat dalam mengintegrasikan kebijakan dan memastikan
berjalannya program sesuai dengan arah pembangunan nasional.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, mengartikan Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai dokumen resmi yang diterbitkan



oleh instansi pemerintah atau organisasi dalam mendasari pelaksanaan
perjalanan dinas bagi para pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak
tetap, dan pihak lain. Dokumen SPPD memiliki fungsi sebagai bukti legal
yang telah diakui secara administratif terhadap pelaksanaan kegiatan di luar
kantor oleh individu yang bersangkutan dalam rangka menjalankan tugas
kedinasan (Reni & Otong, 2024). Selain itu, SPPD turut berperan dalam
proses penetapan penggunaan anggaran, pendokumentasian tujuan,
implementasi, dan hasil dari perjalanan dinas, serta pengajuan klaim biaya
perjalanan dinas, sebagai bagian dalam menjaga integritas sistem
administrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap perjalanan dinas menjadi
semakin penting seiring dengan adanya peningkatan penggunaan anggaran
perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan
Tahunan Anggaran 2026, terdapat peningkatan pada biaya penginapan
perjalanan dinas dalam negeri, untuk tahun 2026 Kemenkeu menetapkan
standar biaya penginapan perjadin menjadi sebesar Rp9,33 juta/orang per
hari (pejabat negara/pejabat eselon I), Rp2,08 juta/orang per hari (pejabat
negara/pejabat eselon II), Rp1,06 juta/orang per hari (pejabat eselon
III/golongan 1V), dan Rp730 ribu/orang per hari (pejabat eselon
IV/golongan III, II, T) di Jakarta. Sebelumnya, di tahun 2025 standar biaya
penginapan perjadin sebesar RpS8,72 juta/orang per hari (pejabat
negara/pejabat eselon I), Rp2,06 juta/orang per hari (pejabat negara/pejabat
eselon II), Rp992 ribu/orang per hari (pejabat eselon I1I/golongan IV), dan
Rp730 ribu/orang per hari (pejabat eselon 1V/golongan III, II, I) di Jakarta.

Sebagai sarana untuk menjamin keabsahan dan akuntabilitas SPPD
sebagai dokumen utama dalam pelaksanaan perjalanan dinas, diperlukan
sebuah prosedur verifikasi yang berperan dalam pengesahan administratif
untuk memastikan validitas dari dokumen SPPD yang berkaitan. Salah satu

prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan proses visum.
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Secara pengertian, visum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
diartikan sebagai sebuah tanda pernyataan atau keterangan yang
menunjukkan bahwa seseorang telah mengetahui atau menyetujui isi
daripada dokumen tersebut.

Pada hakikatnya, proses visum SPPD menjadi sebuah alat kontrol
dalam mengkonfirmasi bahwa dokumen perjalanan dinas tersebut telah
memenuhi aspek persyaratan berdasarkan regulasi yang berlaku. Proses ini
mencakup pengecekan terhadap kelengkapan dokumen SPPD yang meliputi
tercantumnya lembar depan SPPD, identitas dari pejabat atau pegawai yang
sedang ditugaskan, serta tanggal dan tujuan perjalanan dinas tersebut
dilaksanakan. Dengan begitu, harapannya pelaksanaan pada tugas dinas
yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.

Meski demikian, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan
selama pelaksanaan magang hingga proses penelitian di ULA Kantor Pusat
Kemendagri, ditemukan bahwa pelayanan visum SPPD ini mejadi layanan
yang memiliki frekuensi cukup tinggi setiap harinya. Dalam
penyelenggaraannya, peneliti menemukan bahwa masih terdapat pengguna
layanan yang mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan
administrasi pelayanan visum konsultasi luar jaringan. Selain itu, meskipun
ULA Kantor Pusat Kemendagri telah menyediakan layanan konsultasi
online melalui website SIOLA, sebagian besar pengguna layanan masih
cenderung lebih memilih untuk melakukan konsultasi secara langsung.

Untuk mendukung tertib administrasi perjalanan dinas, ULA Kantor
Pusat Kemendagri telah menerapkan mekanisme melalui proses visum
sebagai bentuk verifikasi administratif terhadap dokumen perjalanan dinas.
Proses ini terdiri dari beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2-6237 Tahun 2025
tentang Standar Pelayanan Fasilitasi Layanan Administrasi dan Konsultasi

di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yang meliputi
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1. Kehadiran fisik,
Registrasi data diri,
Penyerahan dokumen SPPD secara langsung,

Pemeriksaan dokumen SPPD secara administratif, dan

A

Pemberian visum berupa cap basah serta tanda tangan pejabat yang
berwenang.

Di samping itu, dalam regulasi yang sama terdapat berbagai persyaratan
yang harus dipenuhi untuk mendapatkan visum dokumen salah satunya
adalah tanda tangan dari pejabat yang berwenang terhadap pemberian tugas
dinas di luar kantor tersebut. Selanjutnya, apabila semua persyaratan telah
dipenuhi dan dokumen telah sampai tahap proses visum, maka seluruh
dokumen yang telah divisum nantinya kemudian akan diarsip dalam satu
file khusus yang dikategorikan sesuai tanggal dilakukan pelayanan melalui
proses pemindaian (scan) sebagai wujud dari sistem pengelolaan
administrasi perjalanan dinas.

Layanan visum SPPD merupakan kegiatan rutin yang tidak pernah
terlewatkan satu hari pun oleh para pengguna layanan di ULA Kantor Pusat
Kemendagri. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel dibawah ini,
rata-rata terdapat sekitar 2.336 dokumen SPPD yang diproses setiap bulan.
Selain itu, jumlah pengunjung yang mengakses layanan visum dan
konsultasi luar jaringan selama tahun 2025 menunjukkan volume yang
melebihi rata-rata bulanan pada beberapa periode tertentu, khususnya pada
bulan Oktober hingga Desember. Sehingga, perannya menjadi sangat
fundamental dalam memastikan validitas pelaksanaan perjalanan dinas bagi

aparatur pemerintahan daerah.
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Tabel 1. 6 Data Jenis Antrian Tahun 2025

Jumlah
No| Bulan oD T Non-SPPD

1 | Januari 2193 94
2 | Februari 2888 60
3 | Maret 906 58
4 | April 1414 40
5 | May 1455 98
6 | Juni 1598 87

7 | Juli 2266 145
8 | Agustus 1632 85
9 | September 2014 57
10 | Oktober 3985 51
11 | November 3765 32
12 | Desember 3911 49

TOTAL 28027 856

Sumber: Laporan Buku Tamu ULA Kantor Pusat Kemendagri, 2025

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan di ULA Kantor
Pusat Kemendagri dibedakan berdasarkan kebutuhan administratif yang
melekat pada setiap jenis layanan. Layanan yang menggunakan SPPD
umumnya dilakukan oleh pengguna layanan yang berasal dari aparatur
pemerintah daerah, DPRD, maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang melakukan koordinasi atau konsultasi luar jaringan. Sebaliknya,
penggunaan layanan Non-SPPD lebih diarahkan untuk pengguna layanan
yang berasal dari perusahaan berbadan hukum (PT), masyarakat umum,
maupun Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), serta mencakup aktivitas
administratif seperti pengambilan berkas. Pembedaan ini menunjukkan
bahwa dokumen SPPD memiliki fungsi sebagai instrumen legal dalam
menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan perjalanan dinas, sementara
layanan Non- SPPD memiliki sifat yang lebih fleksibel dan berorientasi
pada kebutuhan administratif yang tidak berhubungan secara langsung

dengan perjalanan dinas.
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Tabel 1. 7 Data Jenis Layanan Tahun 2025

Layanan
No Bulan Konsultasi Pengambilan
Luar Jaringan Berkas
1 | Januari 2063 224
2 | Februari 2803 145
3 | Maret 864 100
4 | April 1394 60
5 | May 1370 183
6 | Juni 1503 182
7 | Juli 2092 319
8 | Agustus 1477 240
9 | September 1723 348
10 | Oktober 3803 233
11 | November 3574 191
12 | Desember 3645 266
TOTAL 26311 2491

Sumber: Laporan Buku Tamu ULA Kantor Pusat Kemendagri, 2025

Kedua tabel tersebut, memperlihatkan hubungan antara layanan visum
di ULA Kantor Pusat Kemendagri tidak dapat dipisahkan dari layanan
konsultasi luar jaringan, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain.
Hal ini dikarenakan setiap pejabat atau pegawai yang akan melakukan
konsultasi di lingkungan Kemendagri diwajibkan untuk membawa SPPD
yang telah ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan sebagai salah satu
syarat administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Layanan Administrasi dan Layanan Konsultasi di Kementerian Dalam
Negeri.

Namun, masih terdapat sejumlah pengguna layanan yang mengabaikan
persyaratan tersebut atau tidak membaca secara menyeluruh Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebagai berikut:
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I. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN FASILITASI LAYANAN KONSULTASI
1. Layanan Konsultasi Luar Jaringan di Lingkungan Kantor Pusat

Kemendagri
A Service Delivery
No HKOMPONEN URATIATN
1. | Persyaratan 1. Wajib membawa KTP-el bagi WNI atau Paspor
Pelayanan bagi WHNA;
2. Pemerintahan Daerah wajib membawa:

a. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah
ditandatangani oleh Pejabat Berwenang;

b. Surat Perintah Tugas yang telah
ditandatangani oleh Pejabat Berwenang;
dan

c. Surat Rekomendasi/Pendampingan dari
Provinsi oagi Pemerintahan
Kabupaten/Kota.

2. | Sistem, .
Melkanizsme, e
dan Prosedur - e ey a— _—
e g T
.
i I— Mg e s
Pt e e -t
st
=
Catatan: Apabila Pengguna Layanan termasul
Kelompok Rentan alkan dilalulcan Pendampingan
oleh Petugas Layanan secara intensif
berdasarkan Standar Operasional Prosedur
Layanan Honsultasi Luar Jaringan Bagi
Kelompok Rentan Di Linglungan Kantor Pusat
Kementerian Dalam Negeri.
3. | Jangka 1 (satu) hari kerja.
Waltu
Pelayanan
[ 4. [ Biaya/Tarif [ Tidalk dipungut biaya/gratis.

Gambar 1. 2 Persyaratan Layanan Konsultasi

Sumber: Kepmendagri, 2025

Untuk mengantisipasi kejadian berulang, ULA Kantor Pusat
Kemendagri telah menyiapkan sikap diskresi administratif yang akan
diberikan kepada para pejabat atau pegawai yang belum memenuhi
ketentuan SPPD berupa Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak
(SPTIM). Sebagai bentuk toleransi yang bersifat terbatas, SPTIM hanya
berlaku satu kali untuk setiap individu dan bersifat permanen sepanjang
masa hidupnya menjadi ASN. Dalam penggunaannya, terdapat beberapa
kriteria yang menjadi dasar dalam proses pembuatan SPTJM, yaitu tidak
tersedianya lembar depan SPPD dan lembar depan SPPD belum ditanda
tangani oleh pejabat berwenang. Sesuai dengan kondisi tersebut, berikut
disajikan data pengguna layanan yang telah membuat SPTJM selama tahun

2025.
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Tabel 1. 8 Data SPTJM Tahun 2025

Keterangan SPTIM
Belum Lembar SPPD Lembar SPPD
melampirkan belum ditanda belum ditanda
No Bulan lembar depan tangani dan tangani dan
SPPD dan Sudah belum
Sudah melampirkan melampirkan
menandatangani | lembar depan lembar depan
lembar SPPD SPPD SPPD
1 Januari 22 131 2
2 | Februari 40 64 8
3 Maret 34 17 1
4 April 30 30 0
5 Mei 24 47 0
6 Juni 14 61 4
7 Juli 28 71 4
8 Agustus 22 52 5
9 | September 31 80 0
10 | Oktober 93 120 6
11 | November 65 155 13
12 | Desember 76 134 31
TOTAL 479 962 74

Sumber: Laporan SPTJM ULA Kantor Pusat Kemendagri, 2025

Dari data SPTIM yang dtampilkan dengan total 1.515 dokumen jika
dibandingkan dengan data konsultasi luar jaringan, terlihat adanya indikasi
ketidakpatuhan dari sebagian pengguna layanan. Kondisi ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara aturan yang ada pada SOP dengan praktik
langsung pelayanan di lapangan yang menyebabkan proses pelaksanaan
visum SPPD memerlukan penambahan waktu yang lebih lama. Beberapa
pengguna layanan masih mengajukan dokumen perjalanan dinas yang
belum lengkap, namun tetap mendapatkan toleransi melalui penerbitan
SPTIM. Sedangkan, pelayanan visum SPPD pada dasarnya merupakan
layanan administratif yang telah lama diselenggarakan dengan persyaratan
yang relatif tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Namun,

mekanisme SPTJM menjadikan pelaksanaan pelayanan cenderung lebih
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menyesuaikan kebutuhan pengguna dibandingkan mendorong kepatuhan
pengguna terhadap SOP yang berlaku, memang tujuan SPTJM ini dilakukan
untuk menjaga kelancaran pelayanan pada kondisi tertentu tetapi bila tidak
diterapkan dengan baik akan menimbulkan potensi hadirnya masalah baru.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa efektivitas pelayanan visum SPPD
belum sepenuhnya optimal, khusunya dalam menjaga konsistensi penerapan
aturan dan pengawasan administratif perjalanan dinas.

Meskipun penerapan prosedur visum serta sikap diskresi administratif
seperti SPTIM telah diberlakukan, pada praktiknya potensi celah bagi
penyimpangan masih mungkin terjadi dalam skala yang cukup besar. Hal
ini dibuktikan oleh sejumlah artikel berita yang mempublikasikan berbagai
kasus penyalahgunaan dokumen SPPD oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. Salah satu gambaran nyata terjadinya penyimpangan
dalam pelaksanaan SPPD dapat dilihat dari temuan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terkait dengan ketidaksesuaian anggaran perjalanan dinas
di lingkungan kementerian/lembaga. Berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat
Tahun 2023 yang dimuat dalam laman Kompas.com, nilai penyimpangan
tersebut mencapai angka Rp 39,26 miliar. Rincian dari penyimpangan
tersebut didominasi oleh kelebihan pembayaran dikarenakan perhitungan
belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jumlah dari penyimpangan ini mencapai Rp 19,64 miliar.

Disusul oleh beberapa penyimpangan anggaran belanja lainnya seperti
bukti pertanggungjawaban yang tidak ada, perjalanan dinas yang tidak
dilaksanakan atau fiktif, hingga penyimpangan perjalanan dinas lainnya.
Tidak hanya itu, dalam temuan ini sejumlah kementerian atau lembaga telah
teridentifikasi sebagai pihak yang terlibat diantaranya adalah Badan Pangan
Nasional (Bapanas), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian
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Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Hukum dan HAM
(KemenkumHAM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(KemenPUPR), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dan Kementerian Pertanian
(Kementan).

Serangkaian kasus penyimpangan SPPD tidak hanya terjadi di tingkat
pusat seperti kementerian atau lembaga saja, melainkan telah meluas masuk
ke dalam lingkungan pemerintah daerah. Merujuk pada berbagai artikel
berita, praktik penyalahgunaan dokumen perjalanan dinas telah ditemukan
di sejumlah daerah, misalnya kasus dugaan SPPD fiktif yang terjadi di
DPRD Riau yang melibatkan ratusan PNS dan tenaga honorer hingga
dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian (Detik.com, 2024).
Kemudian, laman Antara News juga telah mencantumkan beberapa kasus
yang serupa terjadi di DPRD Lombok Utara, DPRD Purwakarta, sampai
mantan anggota DPRD di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur.
Dengan banyaknya temuan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa meskipun
sejumlah prosedur administratif pencegahan layaknya proses visum dan
SPTIM telah diterapkan, namun realitanya pelaksanaan perjalanan dinas
masih membutuhkan tindakan pengawasan yang lebih optimal, sehingga
peluang akan terjadinya pelanggaran yang berulang dapat diminimalisir
dengan baik.

Dengan demikian, efektivitas pelayanan visum SPPD di ULA Kantor
Pusat Kemendagri sebagai aspek krusial untuk ditelaah lebih mendalam,
karena keberhasilan penyelenggaraan perjalanan dinas sangat ditentukan
oleh kepatuhan terhadap prosedur dan mekanisme pengawasan secara
internal. Fenomena ketidakpatuhan administratif dan sikap kebijakasanaan
diluar SOP dengan adanya beberapa temuan tersebut menunjukkan bahwa
pelayanan visum SPPD belum sepenuhnya optimal, khususnya dari sisi

kepatuhan dan ketegasan terhadap SOP, ketepatan waktu, dan sistem
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pengawasan. Untuk memahami lebih jauh, maka diperlukan sebuah
pembanding melalui berbagai penelitian terdahulu yang menyoroti
pelaksanaan dan pengelolaan SPPD di sektor pemerintahan. Kajian tersebut
memberikan landasan empiris sekaligus memperkuat argumentasi
mengenai pentingnya efektivitas pelayanan administratif dan tata kelola
birokrasi dalam menciptakan proses perjalanan dinas yang sistematis,

akurat, dan dapat dipercaya.

Tabel 1. 9 Penelitian Terdahulu

No Judul Teori Metode Hasil Perbedaan
1. | Analisis Root Kualitatif | Kurangnya | Terletak
Proses Cause kepatuhan pada
Administrasi | Analysis pelaksana lokus dan
Perjalanan (RCA) dalam teori yang
Dinas Di oleh Max melengkapi | digunakan
Sekretariat Ammer dokumen
Dewan man pada proses
Perwakilan (1998) pertanggung
Rakyat jawaban
Daerah perjalanan
Provinsi dinas
Sumatera
Selatan
2. | Perancangan | Teori Kualitatif | Menciptaka | Terletak
dan rekayasa n aplikasi pada fokus
Implementasi | perangka SPPD dan lokus
Sistem t lunak berbasis penelitian,
Informasi dengan web yang dikarenaka
Surat pendekat memiliki n lebih
Perintah anWaterf fitur: mengarah
Perjalanan all model 1. pada
Dinas Pembuatan | sistem
(SPPD) Di Dokumen informasi
Dinas 2. Validasi | berbasis
Pekerjaan otomatis website
Umum Dan 3. Integrasi
Penataan data
Ruang 4.
Provinsi Monitoring
Banten
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3. | Analisis - Kualitatif | Pengelolaan | Terletak
Pengelolaan dengan SPT dan pada fokus
Surat pendekata | SPPD yang | dan lokus
Perintah n analisis | bertranform | penelitian
Perjalanan naratif asi dari yang
Tugas (SPT) konvension | dibahas
Dan Surat al dengan
Perintah pencatatan
Perjalanan fisik
Dinas menjadi
(SPPD) digitalisasi
Menggunaka dengan
n Metode penggunaan
Naratif (Studi komputer
Kasus Dinas
Perumahan,

Kawasan
Permukiman
dan
Pertahanan
(DISPERKI
MTAN)
Provinsi
Kalimantan
Tengah)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Ketiga penelitian diatas dilakukan pada lingkungan pemerintahan yang
berbeda-beda, dengan karakteristik pelayanan dan pendekatan analisis yang
beragam. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa
pembahasan mengenai SPPD lebih sering berkaitan dengan aspek teknis
pada sistem informasi, prosedur secara administratif, serta kepatuhan akan
regulasi yang berlaku. Sedangkan, aspek efektivitas pada layanan visum
SPPD yang menjadi salah satu komponen dalam tata kelola birokrasi masih
belum banyak diteliti. Padahal, keberhasilan perjalanan dinas tidak hanya
ditentukan dari aspek sistem dan prosedur saja, melainkan dapat dilihat dari
segi kualitas visum sebagai alat pengawasan yang berperan dalam
mendukung  terciptanya  transparansi dan  akuntabilitas  pada

penyelenggaraan administrasi. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk
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mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan pada efektivitas

pelayanan visum SPPD di Unit Layanan Administrasi Kemendagri.

. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan oleh
peneliti, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah
mengapa efektivitas layanan visum pada pelayanan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) di Unit Layanan Administrasi (ULA) Kantor

Pusat Kementerian Dalam Negeri belum optimal.

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka dengan ini
tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi
penghambat dan pendukung efektivitas layanan visum pada pelayanan Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Unit Layanan Administrasi (ULA)

Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri agar lebih optimal.

. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
baik secara teoritis maupun praktis. Kedua manfaat tersebut dijelaskan
sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan
memperluas kajian dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya
terkait dengan efektivitas visum pada pelayanan administratif di sektor
pemerintahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
rujukan empiris bagi peneliti lainnya yang akan mendalami topik

efektivitas pelayanan visum pada dokumen SPPD dalam konteks
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administrasi. Dengan studi kasus yang berada di ULA Kantor Pusat
Kemendagri, penelitian diharapkan dapat menambah sumber bacaan
mengenai efektivitas pelayanan publik dalam mendukung terciptanya
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ULA
Kantor Pusat Kemendagri dalam meningkatkan efektivitas pelayanan
visum SPPD, sehingga proses perjalanan dinas dapat terlaksana secara
lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian
ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparatur pemerintahan
maupun instansi terkait dalam mengembangkan model pelayanan
administratif yang lebih efektif, dengan memperhatikan aspek
kepatuhan terhadap prosedur, koordinasi antar unit, serta kejelasan pada
Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan dan sintesis masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas dari pelayanan
visum SPPD di ULA Kantor Pusat Kemendagri pada dasarnya telah berjalan
dengan baik, namun belum sepnuhnya optimal. Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang saling
berkaitan dalam proses penyelenggaraan pelayanan visum. Uraian ini
disusun dengan tujuan untuk merangkum hasil penelitian secara lebih
ringkas dan terstruktur, sehingga gambaran mengenai latar belakang dari
efektivitas pelayanan visum yang belum optimal dapat dilihat dengan jelas.
Adapun kesimpulan dari masing-masing faktor dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Faktor Organisasi
a. Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penilaian efektivitas
pelayanan visum SPPD dari sisi mekanisme desentralisasi wewenang,
pembagian tugas, dan koordinasi antar pegawai dapat dikatakan
sebagian besar sudah tercapai. Penerapan sistem rolling setiap tiga
bulan terbukti mampu memeratakan beban kerja sekaligus
memperjelas tanggung jawab dari setiap pegawai atau petugas. Selain
itu, kewenangan otorisasi juga telah diatur secara jelas yang
memastikan keabsahan dari dokumen perjalanan dinas.

Pola koordinasi yang diterapkan sudah cukup fleksibel karena
mengikutsertakan seluruh pegawai melalui berbagai media yang
dilakukan secara terbuka dan adaptif ini memungkinkan penyelesaian
terhadap setiap permasalahan yang muncul, baik dari kategori ringan

maupun berat, dapat segera diatasi sehingga pelayanan tetap berjalan
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lancar dan efektif. Dengan demikian, struktur organisasi menjadi
faktor pendukung efektivitas pelayanan visum SPPD karena mampu
memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi, dan menjaga
kelancaran pelayanan.

. Prosedur

Prosedur pelayanan visum SPPD di ULA Kantor Pusat
Kemendagri sejauh ini telah berjalan sesuai mekanisme pelayanan
satu pintu, mulai dari tahapan registrasi, verifikasi dokumen,
konsultasi, hingga pemberian dokumen yang sudah divisum. Pada
proses pelaksanaan ini, kelengkapan dokumen menjadi syarat utama
untuk menentukan dilanjutkan atau tidak nya proses visum tersebut.
Meski begitu, efektivitas pelayanan visum belum sepenuhnya optimal
karena masih ditemukan beberapa faktor penghambat yang berpotensi
mempengaruhi konsistensi penerapan SOP.

Kondisi tersebut antara lain adanya sikap pengecualian prosedur
pada beberapa event atau kegiatan undangan yang ada di lingkungan
Kantor Pusat Kemendagri, penggunaan SPTJM lebih dari satu kali
yang menjadi masalah serius karena berpotensi melemahkan
kepatuhan terhadap aturan yang ada. Selanjutnya, masalah
ketidaksesuaian jumlah tamu saat proses registrasi yang berpotensi
adanya praktik “titip nama”, kemudian sikap pengguna yang tidak
taat, serta keterbatasan pemahaman teknologi dari sebagian pengguna.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun SOP telah tersedia
dan dijalankan sebagai pedoman pelayanan visum SPPD, masih
terdapat berbagai kondisi yang menuntut penyesuaian di lapangan
sehingga memerlukan adanya penguatan konsistensi penerapan SOP,
pengawasan yang lebih optimal, serta peningkatan kepatuhan

pengguna agar pelayanan visum SPPD dapat berjalan lebih efektif.
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2. Faktor Aturan
a. Pemahaman oleh Pelaksana

Pemahaman terhadap regulasi dari para pelaksana pelayanan
visum SPPD menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas
pelayanan visum. Hal ini telihat melalui penilaian yang sudah cukup
baik mengingat kegiatan pelayanan di lingkungan ULA Kantor Pusat
Kemendagri sudah cukup tertib dan terorganisasi, meskipun beberapa
pengguna yang tidak mematuhi prosedur pelayanan masih dapat
ditemukan. Meski demikian, upaya peningkatan pemahaman juga
telah diupayakan oleh ULA Kantor Pusat Kemendagri kepada
pengguna melalui sosialisasi di media sosial. Sosialisasi ini bertujuan
untuk mendukung ketercapaian transparansi dan adaptasi terhadap
regulasi baru, sehingga pelayanan nantinya dapat lebih mudah diakses
oleh masyarakat, meskipun terkhusus layanan konsultasi online
sosialisasi masih perlu diperkuat dan didorong lagi. Dengan demikian,
aspek pemahaman regulasi akan memberikan dukungan yang positif
terhadap keberlangsungan pelayanan visum, karena memastikan
setiap dokumen SPPD yang diproses memiliki keabsahan secara
hukum.

b. Disiplin dalam Pelaksanaan

Disiplin dalam pelaksanaan menjadi salah satu faktor pendukung
efektivitas pelayanan visum SPPD. Disiplin dalam kaitannya dengan
penelitian ini dilihat dari dua aspek yaitu waktu dan kerja. Disiplin
waktu merujuk pada komitmen petugas untuk hadir sebelum jam
pelayanan dimulai, sementara disiplin kerja terlihat melalui
konsistensi petugas dalam menjalankan SOP, ketelitian dalam
memverifikasi dokumen, hingga sikap profesional dalam menghadapi

tekanan dari pengguna layanan.
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Dari perspektif pengguna, disiplin para petugas ini sudah
dilakukan dengan baik, karena praktik pemberian penjelasan prosedur
dan pemberian bantuan sejak tahap awal registrasi menjadi salah satu
indikator penilaian. Sebagai penguat, data IKM dengan nilai 92,49
juga membuktikan bahwa pelayanan visum SPPD sebagai salah satu
bagian layanan konsultasi dari sekian pelayanan yang ada di ULA

Kantor Pusat Kemendagri telah dijalankan secara efektif.

3. Faktor Kemampuan

Kemampuan para pegawai menjadi faktor pendukung efektivitas
pelayanan visum SPPD karena dinilai sudah cukup komunikatif, mampu
berkoordinasi dengan baik, serta dapat memberikan saran ketika
pengguna menghadapi kendala. Ketercapaian kompetensi tersebut
dikarenakan adanya pelatihan yang menjadi agenda di Biro Ortala yang
diadakan sekitar 1-2 kali dalam setahun. Sehingga, peningkatan
keterampilan menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan visum
SPPD. Walaupun, masih terdapat keterbatasan kemampuan teknis pada
sebagian petugas, namun masih dalam kategori kecil dan masih bisa
untuk ditangani, hal tersebut tidak mengurangi komitmen para petugas

dalam memastikan kelancaran pelayanan visum SPPD.

4. Faktor Sarana Pelayanan
a. Sarana Kerja

Jika dilihat dari aspek sarana kerja, faktor yang lebih dominan
mempengaruhi efektivitas pelayanan adalah faktor penghambat.
Sarana kerja yang disediakan sejauh ini memang sudah cukup
menunjang pelaksanaan tugas dari para pegawai, tetapi masih
ditemukan kendala teknis seperti gangguan jaringan dan error pada
server SIOLA yang berpotensi menghambat pekerjaan dan berakibat
fatal pada proses pelayanan visum SPPD. Sehingga, perlu adanya
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perbaikan sarana untuk memastikan keamanan secara sistem dan
kenyamanan kerja bagi pegawai.
b. Fasilitas Pelayanan

Renovasi yang dilakukan di ULA Kantor Pusat Kemendagri,
menjadikan ruang pelayanan menjadi lebih baik dan lebih lengkap
terutama keberadaan toilet yang kini telah tersedia dalam satu ruangan
pelayanan. Namun demikian, pada aspek fasilitas pelayanan faktor
yang lebih dominan mempengaruhi efektivitas pelayanan visum
SPPD adalah faktor penghambat. Terlihat dari kendala yang masih
ditemukan pada mesin registrasi nomor antrian yang tidak
mengeluarkan struk dan hanya tersedia satu unit tanpa cadangan
perangkat lain.

Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pelayanan
berbasis digital melalui website SiOLA yang pada penelitian ini
berfokus pada layanan konsultasi online. Rendahnya penggunaan
layanan konsultasi online, salah satunya dikarenakan masih terdapat
pesan atau chat konsultasi yang belum memperoleh respons, sehingga
kecepatan pemberian tanggapan menjadi aspek yang perlu diperbaiki.
Kendala lain yang berkaitan dengan SiOLA yaitu kendala pada
aksesibilitas website dan belum meratanya penyebaran informasi
layanan konsultasi online terkhususnya menunjukkan bahwa fasilitas
pelayanan belum sepenuhnya mampu mendukung efektivitas

pelayanan visum SPPD secara optimal.

Secara keseluruhan, efektivitas pelayanan visum SPPD di ULA Kantor
Pusat Kemendagri belum optimal yang dipengaruhi oleh beberapa hambatan
yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut meliputi
adanya kebijaksanaan diluar SOP terkait toleransi administratif berupa
SPTIM yang dilakukan secara berulang dan beberapa kondisi pengecualian

pada SOP yang berpotensi mempengaruhi konsistensi penerapan SOP,
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belum optimalnya penggunaan website SiOLA terutama pada pemanfaatan
layanan konsultasi online, keterbatasan aksesibilitas pada sistem pelayanan
digital SiOLA, beberapa sarana kerja dan fasilitas pelayanan yang
mengalami gangguan error serta tingkat dari sikap serta kepatuhan
pengguna layanan yang masih beragam. Di sisi lain, keberadaan regulasi
yang jelas, koordinasi organisasi yang baik, kompetensi petugas, serta
dukungan infrastruktur pelayanan menjadi faktor pendukung utama dalam
penyelenggaraan pelayanan visum SPPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya
perbaikan secara berkelanjutan agar efektivitas pelayanan dapat dicapai

secara lebih optimal.

. Saran

Berdasarkan sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam penelitian
ini, apabila tidak segera ditindaklanjuti, berpotensi menimbulkan
ketidakaturan dalam pelaksanaan pelayanan visum SPPD. Oleh karena itu,
peneliti memberikan beberapa opsi yang bisa dijadikan masukan atau saran
untuk mendukung peningkatan efektivitas pelayanan visum SPPD di ULA
Kantor Pusat Kemendagri yang disesuaikan dengan temuan di lapangan.

1. Bagi ULA Kantor Pusat Kemendagri
a. Peralihan proses visum SPPD ke Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Peralihan mekanisme visum SPPD dari penggunaan stempel
basah ke tanda tangan elektronik dalam proses perancangannya
dilakukan secara komprehensif untuk menjamin keamanan, legalitas,
dan akuntabilitas dari dokumen SPPD. Dokumen SPPD yang selama
ini dibawa oleh pengguna dalam bentuk fisik dapat dialihkan ke
sistem digital melalui proses scanning untuk dijadikan bentuk file pdf.
Setelah registrasi dan verifikasi kelengkapan dokumen dilakukan oleh
petugas sebagaimana prosedur yang berlaku, pengesahan tidak lagi

menggunakan cap basah dan petugas tidak perlu mengantarkan

159



dokumen fisik SPPD ke atas (lantai 8), melainkan cukup memasukkan
tanda tangan elektronik pejabat berwenang yang telah mengaktivasi
akun melalui aplikasi Penandatanganan Elektronik (Panter) dari Balai
Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) .

Kemudian, proses visum dilakukan secara langsung melalui
aplikasi Panter tersebut, selanjutnya dokumen yang telah divisum
dengan TTE akan dikembalikan kepada pengguna dalam bentuk file
pdf resmi yang dapat diunduh. Sementara itu, sistem layanan misalnya
dalam hal ini SiOLA akan menyimpan arsip digital lengkap dengan
jejak audit (log) yang mencatat waktu, pejabat penandatangan, dan
nomor dokumen. Dengan mekanisme ini, harapannya pelayanan
visum SPPD menjadi lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada
dokumen fisik, serta meminimalisir resiko kehilangan atau kerusakan
pada dokumen SPPD secara fisik. Namun, penggunaan stampel dan
cap basah ini akan tetap diberlakukan sebagai alternatif apabila suatu
saat terjadi gangguan pada sistem, baik itu SIOLA maupun Panter.
Sehingga, pelayanan visum SPPD tetap dapat berjalan tanpa
hambatan.

. Pengembangan dan pengendalian sistem infrastruktur yang
mendukung digitalisasi pelayanan visum SPPD

Selama ini, proses registrasi data diri pengguna dilakukan melalui
tapping e-KTP, sedangkan pada praktiknya alat pembaca tersebut
sering mengalami kendala dalam mendeteksi data, sehingga petugas
harus memasukkan identitas pengguna secara manual. Oleh karena
itu, penerapan face recognition menjadi salah satu solusi pengendalian
yang mendukung pengembangan digitalisasi pelayanan visum,
dimana proses registrasi data diri dapat dilakukan secara otomatis
melalui pengenalan wajah. Teknologi ini bertujuan agar data diri para
pengguna yang mengakses layanan di ULA Kantor Pusat Kemendagri

akan tercatat datanya dalam suatu sistem, sehingga potensi
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ketidaksesuaian identitas hingga praktik manipulasi data dapat

diminimalkan sejak tahap awal pelayanan.

2. Bagi Pengguna Layanan
a. Digitalisasi SPTJM dan penerapan sistem notifikasi

Sebelumnya, praktik penerbitan SPTIM dilakukan secara manual
dengan tulisan tangan. Mekanismenya dilakukan ketika pengguna
layanan dinyatakan tidak lengkap dokumennya di bagian registrasi.
Dalam situasi tersebut, petugas terlebih dahulu memberikan opsi
untuk melakukan koordinasi dengan pihak daerah terkait. Apabila
koordinasi tidak memungkinkan, maka diterbitkan SPTIM.
Selanjutnya, petugas registrasi akan menginformasikan hal tersebut
kepada bagian SPTJM dan mengarahkan pengguna ke layanan
SPTJM. Pada tahap ini, pengguna mengisi lembar kertas SPTIM yang
berisi data diri, alasan ketidaklengkapan dokumen, serta pernyataan
janji untuk melengkapi SPPD pada kedatangan berikutnya. Sementara
itu, pencatatan oleh petugas dilakukan menggunakan aplikasi Excel,
yang memuat nama instansi terkait beserta keterangan mengenai
ketidaklengkapan dokumen SPPD.

Pencatatan arsip tersebut berpotensi adanya duplikasi hingga
kesalahan pencatatan. Maka daripada itu, perlu adanya pengembangan
digitalisasi SPTJM yang terintegrasi dengan sistem layanan seperti
SiOLA. ULA Kantor Pusat Kemendagri dapat menyediakan formulir
elektronik (e-form), sehingga pengguna bisa langsung mengisi data
melalui form digital tersebut. Setelah terkirim, sistem akan secara
otomatis menghasilkan dokumen SPTJM dalam format PDF yang
tersimpan. Sistem ini juga dilengkapi dengan validasi otomatis untuk

mendeteksi penggunaan SPTJM sebelumnya.
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Berikutnya, file pdf STIM akan secara otomatis dikirimkan ke
nomor yang ada di data diri beserta notifikasi sebagai pengingat
bahwa dokumen SPTIM telah dibuat dan dokumen harus dilengkapi
pada kunjungan selanjutnya. Notifikasi ini tidak hanya ditujukan
kepada pengguna layanan saja, melainkan diperluas ke unit kerja
daerah terkait yang berwenang dalam penerbitan SPPD, sehingga
mekanisme notifikasi ini akan dilakukan oleh petugas layanan melalui
sistem tersebut.

. Pengembangan website SiOLA

Website SiOLA sebagai platform layanan dalam jaringan yang
disediakan ULA Kantor Pusat Kemendagri masih menghadapi
sejumlah permasalahan terutama pada aspek layanan konsultasi baik
melalui chat maupun video conference atau konferensi web.
Permasalahan yang melatar belakangi rendahnya minat masyarakat
untuk menggunakan layanan dalam jaringan (online) terletak pada
komponen aksesibilitas, dimana pengguna sering mengalami
hambatan saat mencari situs resmi (ula.kemendagri.go.id) melalui
pencarian internet dikarenakan hasil pencarian tidak langsung muncul
di hasil teratas. Selain itu, tampilan dari website SiOLA sendiri masih
memerlukan perbaikan untuk memberikan kenyamanan dan
kemudahan bagi pengguna layanan yang salah satunya melalui
penerapan microservices.

Untuk menjawab permasalah tersebut, pengembangan website
SiOLA dapat mengarah pada tiga dimensi. Pertama, pembaruan pada
desain tampilan yang mengedepankan pada tampilan responsif dengan
tujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan memudahkan
navigasi di berbagai perangkat. Berikutnya, penerapan sistem berbasis
microservices yang akan memberikan fleksibilitas lebih luas,
memungkinkan setiap layanan dapat berjalan secara independent,

serta memudahkan integrasi pada setiap fitur tanpa menganggu sistem
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yang sudah ada sebelumnya. Terakhir, strategi opimasi SEO (Search
Engine Optimization) yang perlu diterapkan untuk memudahkan
pencarian website , sehingga visibilitas dan jangkauan pengguna dapat
meningkat dan meluas. Dengan fokus pada tiga dimensi tersebut,
website SIOLA diharapkan mampu memberikan pengalaman layanan
yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan standar pelayanan publik

berbasis digital.
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